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Aksesibilitas UJlan Nasional

*JIAN Nasional (UN) sudah betlang-
ung, meski di beberapa provinsi belum
tuntas. Apabila berfungsi dengan baik,
hasil UN bukan saja bersifat individual sebagai
penentu kelulusan siswa dan dasar seleksi ke
jenjang pendidikan selanjutnya, melainkan seca-
ra makro untuk pemetaan mutu pendidikan di
seluruh nusantara dan sebagai dasar penentuan
kebijakan dan managerial bidang pendidikan..
UN juga merupakan agenda besar pendidikan
tahunan yang sistem kelembagaan dan penge-
lolaannya bersifat rutin. Perubahan atau per-
baikan tetap diperlukan berdasarkan hasil eva-
luasi pelaksanaan UN tahun sebelumnya. Na-
mun, masih saja tata kelola dan teknis UN ku-
rang di sana-sini, seperti distribusi soal yang ti-
dak merata, penundaan waktu pelaksanaan,
hingga bocoran soal, dan kecurangan yang masih
saja ditemukan. Oleh karenanya, tidak bisa di-
salahkan apabila masyarakat luas menyebut pi-
hak-pihak penyelenggara UN sebagai amatiran.

- Salah satu PR bagi penyelenggaraan UN ada-
lah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan isu pe-
merataan seluruh aspek kesempatan hidup, ter-
masuk pendidikan pada semua manusia, pun pa-
da penyandang kebutuhan khusus (disabilitas).
Sebenarnya aksesibilitas bukanlah prinsip yang
mengada-ada atau bombastis. Aksesibilitas se-
arah dengan isu kemanusiaan yang berprinsip
setiap manusia berhak mendapatkan kesempat-
an sama. Selama ini gaung praktik aksesibilitas
lebih terasa pada kampanye kebermanfaatan ru-
ang publik yang bisa diakses penyandang disa-
bilitas, seperti ram yang berfungsi sebagai tang-
ga bagi pemakai kursi roda, atau peta-braille un-
tuk denah gedung besar dan trotoar dengan pa-
ving block pemandu bagi penyandang tunanetra.

Bidang pendidikan seharusnya termasuk
ranah kehidupan penting yang seharusnya ak-
sesibel bagi seluruh siswa. Konsensus internasi-
onal maupun nasional menyatakan bahwa seti-
ap warga negara berhak menikmati keseluruh-
an proses pendidikan tanpa kecuali, sesuai po-
tensinya. Isu aksesibilitas pendidikan tergaung
sejak Deklarasi Salamanca 1994 yang mengha-
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silkan komitmen Education For All. Di negara
kita, Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan anak
berkebutuhan khusus memiliki hak sama dalam
pendidikan, dengan penyesuaian yang disebut
pendidikan khusus, yakni pendidikan yang
mengakomodir kebutuhan khusus anak yang ti-
dak terlayani dengan baik apabila mereka ber-
sekolah di lembaga pendidikan reguler.

Tampak jelas bahwa pendidikan khusus ber-
maksud menghindari diskriminasi dan menjaga
mutu pendidikan pada setiap peserta didik. Ta-
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hun 2011, setelah Indonesia ikut serta meratifi-
kasi United Nation Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (UNCRPD), isu per-
samaan seluruh hak kehidupan bagi penyan-
dang disabilitas semakin terasa, termasuk dalam
kesempatan pengasuhan, pendidikan, menda-
patkan pekerjaan, dan berpart1s1pa51 aktif di
masyarakat.

Modifikasi
Lalu bagaimana tentang penerapan UN yang

aksesibel sebagai bagian dari semangat educa-
tion for all? Peserta didik kebutuhan khusus
berbeda dengan anak pada umumnya. Mereka
mengalami kondisi khusus dan individual yang
seharusnya dilayani dengan pendekatan indi-
vidual pula. Kadangkala karakteristik kebu-
tuhan khusus mereka menyebabkan hambatan
belajar, karenanya proses pendidikan bagi mere-
ka wajib dimodifikasi.

Beberapa tipe kebutuhan khusus atau disabi-
litas yakni gangguan penglihatan, gangguan
pendengaran-bicara, gangguan mental-intelek-
tual, hambatan fisik, hambatan emosi-perilaku,
hambatan belajar spesifik, anak berbakat, dan
kebutuhan khusus ganda. Modifikasi pelaksana-
an pendidikan untuk anak berkebutuhan khu-
sus meliputi kegiatan identifikasi karakteristik
khusus peserta didik sesuai tipenya untuk mem-
beri dasar layanan pendidikan, asesmen kebu-
tuhan khusus, penyesuaian materi dan metode
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kuriku-
lum kompensatoris sesuai dengan karakter
hambatan pembelajaran, dan sistem evaluasi
yang betul-betul mencerminkan capaian belajar
dan sesuai kebutuhan pendidikan mereka.

Contoh konkret aksesibilitas UN bagi anak
berkebutuhan khusus misalnya naskah UN
berhuruf braille bagi siswa penyandang tunane-
tra dan perpanjangan waktu, mengingat ke-
cepatan membaca tunanetra yang rendah. Lain-
nya, model lembar jawaban yang mudah diakses
bagi penyandang cacat fisik (kecacatan pada or-
gan gerak/tangan). Selain itu, bentuk naskah
UN seharusnya lebih fleksibel; penyederhanaan
bentuk soal; alat bantu mengerjakan; dan esti-
masi waktu untuk dikondisikan sesuai karak-
teristik pembelajaran anak berkebutuhan khu-
sus. Contoh tersebut hanya teknis saja, di luar
itu, aksesibilitas UN juga seharusnya meng-
garisbawahi apakah materi yang diujikan pada
UN bagi anak berkebutuhan khusus mencer-
minkan capaian belajarnya.
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